@

—

e

BU PATI KARANGANYAR

Mengihgat :

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 63 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

: Menirﬁbang: a.

e

PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

- Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi

Jabatan Struktural pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Karanganyar

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar.

Undang-Uhdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara ~Republik -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun . 2004 tentang Perimbangan

‘Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, "
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




o

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman SR
‘Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan .
-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 o
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesra, v
.Nomor4593) ) L . S

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembag:an .-: o A
‘Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah .

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan»
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737) R

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrgamsaSI S
Perangkat Daerah (Lembaran Negara ‘Republik - Indonesia =
~ Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;* R
- Indonesia Nomor4741) o »

Peraturan Pres:den Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan

“Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
* undangan; , LT , :

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentangv,‘ vv

. Petunjuk Tekms Penataan Orgamsasn Perangkat Daerah; S
v10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 "

tentang = Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan '
- Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah_;-_g

Kabupaten Karanganyar Nomor 7); .

| 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 

 Menetapkan :

~

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Karanganyar  (Lembaran Daerah Kabupaten ~Karanganyar -
- Tahun 2009 Nomor2).: B R

o ”MEMUfUS‘KAN :'

' PERATURAN BUPATI TENTANG URA!AN TUGAS DAN FUNGSI’b B
~JABATAN - STRUKTURAL PADA DINAS KEBERSIHAN DAN - =
PERTAMANAN KABUPATEN KARANGANYAR o .

BABI .'.',: R T

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

o Dalam Peraturan Bupat: ini yang dlmaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .

2. Pemermtah Daerah adalah ‘Bupati - dan Perangkatv Daerah

~sebagai unsur Penyelenggara Pemenntahan Daerah;-

3. Peraturan Daerah - adalah Peraturan Daerah Kabupaten

B Karanganyar

| 4 Bupati adalah Bupatl Karanganyar

o 5. Sekretaris Daerah | adalah Sekretans Daerah kabupaten

g Karanganyar S



6. Dmas Kebersman dan Pertamanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten |
Karanganyar.

8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau - .
tempat pengolahan sampah terpadu. - *

9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah untuk
memproses dan mengembalikan sampah ke media Imgkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

10.Tempat Pemakaman Umum yang se!anjutnya disingkat TPU adalah sebldang' |

tanah yang disediakan untuk kuburan yang bersnfat umum (semua orang boleh
dimakamkan di situ).

11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya dlsmgkat TPBU adalah
sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan yang tidak bersifat umum (tidak
semua orang boleh dimakamkan di situ).

“12.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya drsmgkat TPK adalah sebidang

tanah yang disediakan untuk kuburan yang bersifat khusus (misalnya :
berdasarkan agama, pemakaman pribadi milik keluarga dan makam untuk
pahlawan)

18 Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dlsmgkat PMK adalah petugas atau dlnas» o

yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangl kebakaran.

BAB I ,
'SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

‘. ‘(1) Susunan Orgamsasu Dmas Kebersman dan Pertamanan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan
1.'Sub Bagian Perencanaan;
2. §Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Kebersihan, membawahkan :
1. Seksi Kebersihan Lingkungan;
2. j‘Seksi Pengangkutan, Pembuangan dan Pemanfaatan Sampabh;
d. Bi&ang Pertamanan dan»Penerangan Jalan, membawahkan :
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
2. Sek3| Penerangan Jalan. , . o
e. Bldang Pemakaman dan Pemadam Kebakaran membawahkan
1. Seksi Pemakaman; '
- 2. Seksi Pemadam Kebakaran,
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris an ber> i
] . ada di b -
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. yans - awah dan

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seoran | } i
: g Kepala Bidang yang berada d
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. yans l

. (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seoran i ng
| . r g Kepala Sub Bagian yang
: berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. o1an yang '

(5) Masing-masing Sgksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah -
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. ‘

BAB Il |
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepéla_ Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan. ’ ‘ : : ,

, ’(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagéimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi : :

~ a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
bidang kebersihan dan pertamananyang meliputi kebersihan, pertamanan dan
penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran serta
kesekretariatan; ' .

b. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di
“bidang kebersihan dan pertamanan yang meliputi kebersihan, pertamanan
dan penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran serta
kesekretariatan;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugés di bidang kebersihan dan pertamanan
yang meliputi kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan, pemakaman
dan pemadam kebakaran serta kesekretariatan, ‘

d. pembinaan térhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Kebersihan
: dan Pertamanan; . : ,

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ’

(3) Uraian tugas se,bagaimanavvdvimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : L

a. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. ménjabarkan- perintah atasan melalui p‘engkajian"» permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; ‘

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; '



. melaksangkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 1angsung
maupun tldak. langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. merumuskan kebijakan Bupati di Bidang Kebersihan dan Pertamanan

berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidahg Kebersihan dan
Pertamanan‘ sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

. menggndalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; ' ‘

. membina pelaksanaan kegiatan di Bidang Kebersihan danv Pertamanan

sesuai peraturan perundang-u}ndangan yang berlaku; - A
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Kebersihan dan

Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun sebagai bahan penyusunan laporan: -

melaksanakan kebijakan teknis pembangunan di bidang kebersihan,
pertamanan, penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran sesuai
peraturan perundangan yang berlaku; '

. melaksanakan pengelolaan administrasi pembangunan di bidang kebersihan, '
pertamanan, penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran sesuai
- peraturan yang berlaku;

.. melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang kebersihan, pertamanan,

penerangan jalan, pemakaman dan pemadam kebakaran yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

. memberikan izin pengelolaan sampah, pemakaman, pemasangan lampu
penerangan jalan umum dan penggunaan taman serta penebangan pohon
RTH/LTH; ' ' '

. memberikan rekom'endasi pemasangan atribut non komersial dan penetapan
titik reklame;

. melaksanakan fasilitasi kerjasama' dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaran, pengembangan pengelolaan sampabh; o

. memberikan bantuan teknis persampahan kepada kecamatan, pemerintahan -
desa serta kelompok masyarakat; .

. merumuskan rencana induk pengembangan pengelolaan sampah;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaaq
~ tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja; : . |
. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; . : :

menyampaikan sararivdan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
~ fungsinya.



~Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan | 'peraturan
- perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan; .

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan
 peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuan dengan
ketentuan yang berlaku;

c. membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
memberikan arahan dan. petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

~ d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di Iingkungan Dinas baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal; .

e. merumuskan konsep kebuakan Kepala Dmas sesuai bidang tugas di
Sekretariat; ,

f. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan Bidang-Bidang;

g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

“h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

" i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
(LKPJ) dan laporan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan kesekretanatan dilaksanakan secara efektif dan
efisien; :

k. melaksanakan momtonng, evaluasi, dan memlal prestasn kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalw sistem penllalan yang tersedia
sebagal cerminan penampilan kerja; -

 |. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; .

- m. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; _ , .

n. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya : ,



| _ Paragraf 1
Kepala Sub Bagi_an Perencanaan

Pasal 5

.'(1)Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretans
dalam menyusun perencanaan program kegiatan, monltormg, evaluam dan
pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas. |

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal benkut

a.

menyusun perencanaan program kegiatan di Ilngkungan Dinas berkoordinasi ,
dengan masing-masing Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagaa pedoman
pelaksanaan kegiatan; ’ , )

menjabarkan * perintah atasan melalui pengkajtan permasalahan dan -
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan-

~ ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya memberl .
petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulls guna memngkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksn di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
~mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan _

N agar dlperoleh hasil kerja yang optimal;

. menylapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesual dengan

ketentuan yang berlaku

’menyusun Rencana Keglatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan
- Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ,

menghimpun, meneliti dan mengkorek31 bahan usulan program kegiatan dan

laporan keglatan yang masuk dari masing-masing Bldang, Seksi dan Sub
-Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

. ,_melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keglatan operaswnal Dinas
‘agar diketahui tingkat realisasinya; ,

" menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemermtah (LAKIP) ’
- Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan
“sejenisnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

melaksanakan pemuthakiran data sesual perencanaan agar supaya data suap
pakai apabila dibutuhkan; .

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

",tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedia sebaga|

- cerminan penampilan kefja;

vmembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar‘

pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

,melaksanakan tugas Iam yang dlberlkan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsmya



| | , Paragfaf 2
- Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

%)) Ke;l)ala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris délam
me aksanakgn urusan administrasi keuangan  dan pelaporan
pertanggungjawab‘an keuangan Dinas. '

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebégai berikut :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan per.
aturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data i i
pedoman pelaksanaan kegiatan: ' vyang tersedia sgbaga; |
b. menjabarkan perintah atasan melalui jian | |
_ pengkajian permasalahan dan
‘peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas s i
ketentuan yang berlaku; - P ° ssual dengan

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi

petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas; o ' -

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimat; '

e. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;

~ f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara
membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana
pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan keuangan ‘vdi
lingkungan Dinas ; ‘ '

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
~ sebagai cerminan penampilan kerja; - . ; ‘

i. membuat laporan ’pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; .

j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

| k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. o S '

o | Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaign»

Pasal 7

gawai i as membantu
mum dan Kepegawaian mempunyal tu.g. €
dministrasi umum,

perpustakaan dan

1}' Kepala Sub Bagian U
™ Seir:retaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan a

kumentasi
rumah tangga, perlengkapanlpe'rb.ekala-n, do : ,
kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian D;nas.



(2) Uralan tugas sebaga:mana dimaksud pada ayat (1)sebagai benkut

a. menyusun program kegiatan Sub Baglan Umum dan Kepegawa:an
berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; : »

c.’membagl tugas kepada bawahan sesuai/dengan bldang tugasnya, memben
petunjuk dan arahan secara lisan maupun terfulis guna memngkatkan
~ kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal; .

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ’

" f. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan
kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. o

- g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; .

h. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi
serta melaksanakan pemehharaan barang mventans agar dapat dtgunakan
dengan optimal; : g

i. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawal Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai! dan laporan kepegawaian Ia:nnya
- demi terciptanya tertib administrasi kepegawalan

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasu gaji berkala diklat pegawai,
dan urusan kepegawa:an Iamnya :

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan, menilai prestasn kerja pelaksanaan |
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
~ 'sebagai cerminan penampilan kerja; iv

1. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. ?melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ,

| Bégian Ketiga
Kepala Bidang Kebersihan

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
kegiatan di Bidang Kebersihan yang meliputi kebersihan lingkungan,
pengangkutan, pembuangan dan pemanfaatan sampah .



(2) Uralan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut

o »_a.

merumuskan program keglatan Budang Kebersihan berdasarkan peraturanf
“perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal

pedoman pelaksanaan keg:atan v v v -
menjabarkan perlntah “atasan melalun pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan' "

o :ketentuan yang berlaku; -

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya memberi

- petunjuk dan arahan secara I:san maupun tertuhs guna memngkatkan,‘,l o
kelancaran pelaksanaan tugas; - , ,

. melaksanakan ‘koordinasi dengan Sekretans dan Kepala Bldang d| -
~lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak fangsung unfuk
- mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan o
-agar diperoleh hasil kerja yang optimal; : ,

fmenyusun usulan program dan keg:atan di brdang kebers:han hngkungan

melaksanakan keglatan di bldang kebersihan Ilngkungan | serta

: pengangkutan pembuangan dan pemanfaatan sampah;

melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bsmbmgan tekms dl bldang

~kebersihan lingkungan serta pengangkutan pembuangan dan pemanfaatan e
~sampah; o ) :

. ‘melaksanakan survey/peneht:an di btdang kebersman lmgkungan serta
;pengangkutan pembuangan dan pemanfaatan sampah

Zmelaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bldang kebersnhan o
‘merencanakan usulan Dengembangan layanan di bidang kebersihan;

menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan Ilmbah rumah |
‘tangga; . . ,

" merumuskan rekomenda51 pengelolaan TPS dan TPA;
. merencanakan pemanfaatan teknologu dan pengelo|aan sampah
.;melaksanakan monitoring, evalua8| ‘dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

~itugas bawahan secara berkala melalw S|stem pen:lalan yang tersedla

sebagai cerminan penamptlan kerja , , : .
. membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar :

pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan

- maupun tertulis sebagas bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan‘

- tugas;

. melaksanakan tugas Iatn yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan .
j_fungsmya ‘ : , A ,

_ Paragraf 1 ,
- Kepala Seksu Kebersman ngkungan

Pasalg

(1) Kepala Seksn Kebersman Llngkungan mempunyal tugas membantu Kepala
Bidang Kebersihan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
‘, . kqordmasa pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Kebersihan Lingkungan.



(2) Uratan tugas sebaga:mana d:maksud pada ayat (1) sebagal benkut

menyusun program keglatan Seksu Kebersihan Lingkungan berdasarkan' o

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; » o

. :menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan peraturan o
- perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan ketentuan yang -

berlaku;

.E'membag: tugas kepada bawahan ‘sesuai dengan bldang tugasnya :

memberikan arahan dan petunjuk secara hsan maupun tertul:s guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas .

melaksanaan koordmaS| dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan dl “
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

. mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan o

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; _ v
. melaksanakan pemellharaan fasilitas kebersman Ilngkungan balk TPS/depo_

transfer, kontainer dan rumah sampah

melaksanakan keglatan sosialisasi pengelo!aan sampah pengeloiaan retribusi
kebersihan dan retribusi j jasa sedot tinja; : , »

melaksanakan pengelo!aan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;

. melaksanakan pengendalian kebersuhan jalan dan llngkungan di wulayah} o
‘pelayanan keberSIhan ' v . _ v | -

:-memberlkan blmb:ngan teknls tentang kebersman 1alan dan Imgkungan
- melaksanakan pemblnaan teknls kepada petugas kebersnhan -
. mengumpulkan data tentang keadaan/perkembangan kebersman Ilngkungan o

- sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;

. membenkan pertimbangan teknls pengembangan Iayananf di bid}ang' .
‘kebersihan lingkungan; - . . T

. membenkan pertlmbangan tekms ’ut:k-t:t:k TPS pada perumahan |

melaksanakan momtonng, eva!uasu dan menilai prestasi kerja pelaksanaan -
: tugas bawahan secara berkala melalui s:stem penllalan yang tersedia sebagal o
- cerminan penampllan kerja; S

membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar, .
pengambllan kebijakan; - . ‘

menyampaikan saran dan pert:mbangan kepada atasan balk secara lisan

. ‘maupun tertulis sebagan bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; -

. melaksanakan tugas taln yang d:benkan atasan sesual dengan tugas dan :
fungs:nya . o

] . : Paragraf 2 ,
Kepala Sek51 Pengangkutan Pembuangan dan Pemanfaatan Sampah

Pasal 10

(1) Kepala Sek3| Pengangkutan Pembuangan dan Pemanfaatan Sampahv
mempunyal tugas membantu Kepala Bidang Kebersihan dalam melaksanakan
. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengedallan
' keglatan Seksu Pengangkutan Pembuangan dan Pemanfaatan Sampah



(2) Uraian tugas sébagéimaha difnaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pengangkutan, Pembuangan dan
Pemanfaatan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan
kegiatan; ,

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan |
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; , .

membagl’ tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi’ permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal, '

menyiapkan  bahan bimbingan teknis kepada bawahan tentang
pengangkutan, pembuangan dan pemanfaatan sampah; o o

membuat laporan administrasi sampah;

mengumpulkan data tentang keadaan/perkembangan pengangkutan,
pemanfaatan dan pemusnahan sampah; ‘

melaksanakan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS wnlayah
pelayanan ke TPA,; : . .

_melaksanakan pengeloiaan dan pemanfaatan TPA;

menylapkan bahan pertimbangan teknis pengerribangah layanan
pengangkutan, pembuangan dan pemanfaatan sampah; ‘ -

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

‘tugas bawahan secara berkala melalu: sistem pem!alan yang tersedia sebagai

cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan; . . o

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Baglan Keempat
Kepala Bldang Pertamanan dan Penerangan Jalan

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
“mengendalikan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan yang
meliputi pembangunan dan pemeliharaan taman serta penerangan jalan.

(2) Uraian tugas sebaga:mana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
" a. merumuskan program kegiatan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan;



b. menjabarkan penntah atasan melalm pengkajlan permasalahan dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan ketentuan yang
berlaku;

~c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara hsan maupun tertuhs guna
. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanaan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan ,

- Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta untuk mengevaluam permasalahan agar dlperoleh
hasil kerja yang optimal; . .

- e. melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan pemehharaan taman, dan
pengelolaan Iampu penerangan jalan umum;

f. melaksanakan pemblnaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bndang
~ pembangunan, pemeliharaan taman dan pegelolaan lampu penerangan ;alan :
- umum; .

g. melaksanakan pengendallan terhadap kegiatan di bidang pembangunan,
pemellharaan taman, dan pegelolaan lampu penerangan jalan umum;

h. memberlkan pertimbangan teknis pemberian izin pemasangan lampu
penerangan jalan umum dan penggunaan taman; : »

i. memberikan pertimbangan teknis pemasangan atnbut non komersial dan
penetapan titik reklame;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan -

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedla sebagai

cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

l. - menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara hsan
- maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas la[n yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya

‘ ‘Paragraf 1
Kepala Sekst Pembangunan dan Pemehharaan Taman

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan
dan pengendalaan kegiatan seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.

(2) Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
~ perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; , _ . ,



membagl tugas kepada bawahan ‘sesuai dengan bldang tugasnya

‘memberikan arahan dan  petunjuk- ‘secara llsan maupun tertulls guna ‘
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; - -

melaksanaan koordma3| dengan Kepala Seks: dan Kepala Sub Bag[an di
* lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluas; permasalahaﬂ ’
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal

. melaksanakan kegtatan penanaman dan pemellharaan tanaman ayoman,

merencanakan pembangunan dan pemellharaan taman dan trotoar

.'menylapkan bahan pemblnaan ‘penyuluhan, blmbmgan tekms d: bldang
- pembangunan dan pemel:haraantaman ' o v

.Ameny:apkan bahan pertimbangan teknis pemasangan atrlbut non komersnal o

- dan penetapan titik reklame;

’melaksanakan pembinaan, momtormg, evaluas: dan memlal prestasn kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui snstem pentlalan yang
vtersedla sebagal cerminan penamptlan kerja; B
. }membuat laporan . pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar‘ o
pengambtlan kebuakan ’ L . L

menyampalkan ‘saran dan pert:mbangan kepada atasan balk secara hsan A
- Mmaupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan o

. fungsmya

(1) Kepala Sek3| Penerangan Ja!an mempunya1 tugas membantu Kepala Bldang» - B

- _Par:ag‘raf 2 :
o Kepala Seksi Penerahgan Jalan

Pasal 13

Pertamanan dan Penerangan Jalan dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordmasn pemblnaan dan pengendahan kegiatan seksi -
Penerangan Jalan o -

(2) Uraian tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat 1) sebagal benkut

a.

‘menyusun program kegiatan Seksi Penerangan Jalan berdasarkan peraturan '

- perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagal

pedoman pelaksanaan keglatan

. .menjabarkan perintah atasan melalw pengkajlan permasalahan dan peraturan '

perundang—undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan ketentuan yang

‘beﬂaku

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya» :
" memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna
_menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas , _ _

.-:vmelaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bag:an di
‘lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk -

. mendapatkan masukan, ‘informasi serta untuk mengevaluam permasalahan |
~ agar diperoleh hasil kerja yang optimal; ‘ . . . '

. 'melaksanakan keglatan pemasangan dan pemehharaan Jarlngan Iampu'

penerangan jalan umum dan Iampu taman serta lampu h|as



f

.

menytapkan bahan pertlmbangan teknis izin pemasangan lampu pénerangan
jalan umum;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menllal prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melaluu sistem penilaian yang tersed:a sebagai
cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

.- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

- maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan fugas Iam ‘yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya

Bagian Kelima |
Kepala Bidang Pemakaman dan Pemadam Kebakaran

Pasal 14

(1)Képéla Bidang Pemakaman dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan keglatan di Bidang Pemakaman dan Pemadam
Kebakaran. '

(2) Uraian tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagau berikut :

a.

merumuskan program kegiatan Bidang Pemakaman dan Pemadam

- Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; |

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan kebijakan atasan;

membagi tugas kepada bawéhan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang di hngkungan dinas baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

melaksanakan kegiatan di bldang pengelo!aan pemehharaan pemakaman -
dan pemadam kebakaran;.

memberikan pertimbangan teknis pemberian izin dl bldang pemakaman;

melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang
pemakaman dan pemadam kebakaran;

melaksanakan pengendalian di bidang pemakaman dan pemadam kebakaran;

‘melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

-~ tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemla:an yang tersedla sebagal |
"cermman penampilan kerja; . '

memberikan pertimbangan teknis penetapan titik hydrant di perumahan atau
perusahaan



2 ?

imembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga1 dasar .
- pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
menyiapkan rencana pengembangan di bidang pemakaman.

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemakaman

Pasal 15

(1) Kepala Seksn Pemakaman mempunyal tugas membantu Kepala Bldang
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordunasu pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi
Pemakaman.

. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pemakaman berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan; .

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang

- berlaku;

membag: tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
.menmgkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

- mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevalua& permasalahan -

 agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian izin

pendirian dan pengelolaan TPBU, TPU dan TPK sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; .

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun laporan di bidang
pemakaman, serta memungut dan menyetorkan retribusi pengelolaan TPBU,
TPU dan TPK ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang
beﬂaku

.‘menylapkan bahan perencanaan tempat pemakaman sesuai tata fuang dan
- peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. melaksanakan pengawasan pembangunan TPU milik Pemerintah Kabupaten

dan TPBU;

menjadi mediator penyedlaan lahan pemakamén bagi pengembang
perumahan dan; ) o
menyrapkanvbahan dalam rangka penetapan TPU;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja; ‘
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membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambllan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan' kepada atasan baik secara Iisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual dengan tugas dan
fungsmya ‘ :

Parégrafz.‘ | ,
- Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Pasal 16

©)) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyar tugas membantu Kepala Bidang
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembmaan dan pengendallan keglatan seksi
Pemadam Kebakaran.

(2) Uralan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagal benkut

a.

- = -

3

menyusun program kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan'
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasafahan dan peraturan
perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

membag: tugas kepada bawahan sesuai dengan 'bldang tugasnya ‘
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

melaksanakan penanggulangan bahaya dan bencana kebakaran

melaksanakan pengawasan, perawatan dan pemehharan instalasi hydrant o
milik pemenntah kabupaten L

melaksanakan pengawasan alat pemadam apl ringan;

melaksanakan perencanaan, perawatan dan pemehharan sarana pemadaman
cepat milik pemerintah kabupaten Karanganyar;

meiaksanakan pemantauan sumber-sumber air pemadam; B
menyiapkan bahan pertimbangan teknis penetapan titik hydrant;
melaksanakan pemeriksaan dan penelitian deteksi bahaya kebakaran;

’ m'enyiapkan bahan sosialisasi tentarig bahaya dan pencegahan kebakaran;

. menyiapkan bahan pelatihan bersama pemadaman dengan unit Pemadam
‘Kebakaran (PMK); ’ .

n. menylapkan bahan blmblngan teknis penanggulangan bencana kebakaran;

°

“melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cermlnan penamptlan kerja;

i



p fmembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga| dasar
‘pengambilan kebijakan;

g. menyampaikan saran dan per’umbangan kepada atasan baik secara lisan
- maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

r.. melaksanakan tugés lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur Ieblh lanjut oleh
Kepala Dinas sepanjang mengenai pelaksanaannya. :

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupatx Karanganyar
- Nomor 287 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada

Dinas Pekerjaan Umum dan LLAJ Kabupaten Karanganyar dicabut dan dmyatakan,

tidak berlaku

‘ Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati' '
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditefapkan di Karanganyar
padatanggal 20 fMu 2009

%*BUPATI KARANGANYAR,

, ’\P Hj. RINA IRIAN! SRI RA NAI@NGSIH S.Pd.,M.Hum.
Dlundangkan di Karanganyar
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